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Abstract: The service was a duty that must be done by a official government as a society officer. Kantor
pelayanan terpadu (kpt) in pekanbaru city is was built for giving public services that has good quality, fast
service beuracracy and cheap. This article try to explain about the public service in making birth certificate
and analyze the barrier sectors at Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) in pekanbaru city. This article shows
that the public services at Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) in pekanbaru is not good enough. It can be
known from the unfinished birth certificate in time exactly, uncovenience situation because of the unsure

time and unfriendly officer in serving.
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah merupakan
perwujudan dan pendel egasian wewenang dan
tanggung jawab dan mempunyai hubungan
yang erat dengan desentralisasi. Mengenai ini,
Mahfud menyatakan bahwa desentralisasi
adal ah merupakan penyerahan wewenang dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
untuk mengatur mengurus daerah mulai dari
kebijakan, perencanaan, sampai padaimple-
mentas dan pembiayaan dalam rangka de-
mokrasi. Sedangkan otonomi adalah wewe-
nang yang dimiliki daerah untuk mengurus
rumah tanggasendiri dalam rangkadesentra-
lisas.

Sesuai dengan kewenangan yang diberi-
kan, pemerintah daerah dapat melakukan
inovasi-inovas birokras yang bertujuan untuk
memberi pelayanan yang lebih baik bagi mas-
yarakat yang berorientas padakepuasan mas-
yarakat (costumer satisfaction), sebab hakekat
dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah
untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ter-
hadap masyarakatnya.

Di lain pihak bahwatuntutan masyarakat
terhadap perbaikan birokrasi pelayanan oleh
aparatur pemerintah. Kondisi tersebut tentu-

nyaharus puladirespon dengan baik oleh kala-
ngan aparatur pemerintah, dengan menge-
rahkan segala kemampuan yang ada melalui
upaya peningkatan kinerjanya, perbaikan
sistem dan prosedur, peningkatan profesio-
nalismebirokras, perbaikan mental dan moral
aparatnya, peningkatan budaya kerja se-
hingga dapat memberikan pelayanan publik
yanglebih baik lagi.

Upaya-upaya penyempurnaan birokrasi
pelayanan publik, sesungguhnya telah lama
dimulai seperti ditemui dalam Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang per-
baikan dan peningkatan mutu pelayanan,
dinyatakan bahwa hakekat pelayanan umum
adalah:

1. Meningkatkan mutu produktifitas pelak-
sanaan tugasdan fungs instans pemerintah
di bidang pelayanan umum.

2. Mendorong upayamengefektilkanSstemdan
tatalaksanapelayanan, sehinggapelayanan
umum dapat diselanggarakan secara ber-
dayagunadan berhasil guna.

3. Mendorong tumbuhnyakregtifitas, prakar-
sai dan peran sertamasyarakat dalam pem-
bangunan serta dengan meningkatkan
kesgjahteraan masyarakat.
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Namun upaya-upaya tersebut dalam
pel aksanaan ditemui kenyataan bahwabelum
memenuhi harapan, karena mutu pelayanan
aparat pemerintah masih tetap rendah, tidak
produktif, berbelit-belit, tidak ekonomisdan
lain-lain. Oleh karena itu upaya-upaya per-
bai kan mutu pelayanan publik terusdilakukan,
melalui birokrasi pelayanan yang cepat, tepat,
murah dan terbuka

Upayadan langkah-langkah yang diambil
dalam meningkatkan pelayanan publik, telah
pula dilakukan melalui revisi terhadap ke-
putusan Menteri Negara Pemberdayagunaan
Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1996 ten-
tang Pedoman Tata L aksana Pelayanan Umum
dengan lahirnya Keputusan Menteri Perber-
dayagunaan A paratur NegaraNomor 63/K ep/
Menpan/7/2006 tentang Pedornan Umum
Penyel enggara Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pemberdaya-gunaan
Aparatur Negara(MENPAN) tersebut diatas
dimaksudkan untuk dijadikan acuan seluruh
penyelenggarapel ayanan publik dalam penga-
turan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan
publik sesuai dengan kewenangannya. Se-
dangkan tujuannyaadalah untuk mendorong
terwujudnya pelayanan publik yang prima
dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan
baik memberi maupun penerima pelayanan.

Sementaraitu polayang digunakan dalam
rangka meningkatkan pelayanan publik dapat
salah satunya adal ah pel ayanan terpadu yang
terbagi dalam duabentuk yaitu:

a) Pelayanan Terpadu Satu Atap

Polapel ayanan terpadu satu atap dil akukan
pada satu tempat/lokasi yang melipulti
berbagai jenis pelayanan yang tidak mem-
punyai keterkaitan proses dan melayani
melalui beberapa pintu.

b) Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pola ini dimaksudkan dengan pemberian
pelayanan umum pada suatu tempat yang
meliputi berbagai jenis pelayanan yang
memiliki keterkaitan proses dan dilayani
melalui satu pintu.

Berkaitan dengan pemahaman-pemahaman
yang dipaparkan tersebut dan dikaitkan de-
ngan pola penyel enggaraan pelayanan umum,
Pemerintah Kota Pekanbaru telah pula me-
rubah sistem pelayanan dari pelayanan parsial
menjadi pelayanan terpadu melalui pemben-
tukan Kantor Pelayanan Terpadu dengan
Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 135
Tahun 1999 tanggal 28 September 1999
tentang Pembentukan Kantor Pelayanan
Terpadu ini diharapkan Pemerintah Kota Pe-
kanbaru dapat mewujudkan visi dan misi
pembangunan Kota Pekanbaru dan juga
merupakan langkah nyata dari penjabaran
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai
Daerah Otonom.

Tujuan Pembentukan Kantor Pelayanan
Terpadu (KPT) sebagai institusi yang khusus
bertugas memberikan pelayanan langsung
kepada masyarakat, pada dasarnya dapat di-
katakan sebagai terobosan baru atau inovasi
manajemen pemerintahan di daerah. Artinya,
pembentukan organisasi ini secara empirik
telah memberikan hasil berupa peningkatan
produktifitas pelayanan umum minimal secara
kuantitatif.

Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) kota
Pekanbaru melayani 32 jenis perizinan dan
salah satu diantaranya adalah pengurusan
pembuatan akte kelahiran. Dasar hukum
pembuatan akte kelahiran tersebut adalah
Perda Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2000
tentang Pendaftaran Penduduk, sertalnstruks
Walikota Pekanbaru No. 503 Tahun 2000.

Berdasarkan data yang diperoleh dari
Kantor Pelayanan Terpadu K ota Pekanbaru,
pengurusan akte kelahiran semakin hari se-
makin meningkat, sehingga pelayanan ter-
hadap masyarakat untuk pengurusan pem-
buatan akte kelahiran ini perlu ditingkatkan
agar lebih baik dan lebih profesional. Gam-
baran tentang pengurusan akte kelahiran ini
dapat dilihat padatabel 1.
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Tabel 1.
Jumlah Pengurusan Akte Kelahiran
Pada KPT Kota Pekanbaru
Tahun 2005 -Tahun 2006

2006

No| JenisAkte Kelahiran 2005 Naik "%,

1 | Aktekelahiranterlamhat| 14.010 | 18.700 | 33,50

Akte kelahiran umum 2117 2.961 | 39,90

Akte kelahiran
dispensasi

Akte kelahiran EC
umum

Aktekelahiran EC
5 terlambat |77 8,50

2931 | 1.766 | (39,80)

B H W N

528 719 | 36,20

19.66

Jurnlah 3

24223 | 23,20

Sumber : KPT Kota Pekanbaru, 2007

Dari data di atas menunjukkan bahwa
pengurusan akte kelahiran semakin mening-
kat, artinya hahwa masyarakat semakin me-
nyadari pentingnyamengurus akte kelahiran,
walaupun tidak sebanding dengan jumlah
penduduk menurut angkakelahiran yang jauh
lebih meningkat. Namun dari data di atas
terdapat penurunan pengurusan aktekelahiran
dispensas yang cukup signifikan, yaitu sebesar
39, 80 %.

Dalam pengurusan akte kelahiran sudah
ditetapkan prosedur pengurusan, namun ma-
sih hamyak berbagai keluhan masyarakat
terhadap penyel enggaraan pel ayanan pengu-
rusan akte kelahiranini diantaranyaadal ah:
1. Masih banyak adanya keterlambatan pe-

ngurusan akte kelahiran. berdasarkan
survey awal yang dilakukan terhadap
masyarakat yang sedang mengurus akte
kel ahiran, mengatakan bahwa* tidak tepat
waktu” sering terjadi.

2. Masih banyak terjadi kesalahan prosedur
yang dilakukan oleh petugas pelayanan.
Diperoleh informasi dari beberapa orang
yang sedang mengurus akte kelahiran,
bahwa petugas kurang terampil terhadap
pelayanan dalam menjelaskan berbagai
persyaratan, yang kemudian memberikan
dampak terhadap pengurusan persyaratan
menjadi tidak efektif dan efisien.

3. Kadangkala berkas-berkas persyaratan
hilang. Informas yang diperoleh, menyata-
kan bahwa berkas persyaratan yang sudah
disampaikan pemohon dinyatakan tidak
ada/hilang, sehingga terpaksa pemohon
melengkapi kembali persyaratan.

4. Di sisi lain, informasi yang diperoleh dari
petugas pelayanan pengurusan akte ke-
lahiran ini, menyatakan bahwa kesulitan
yang sedang dihadapi justru karena mas-
yarakat tidak paham tentang prosedur
pengurusan, sehingga pelayanan yang di-
berikan terkesan menyulitkan dan berbelit-
belit.

Adapun permasalahan dalam penelitianini
adalah bagaimanabirokrasi pelayanan publik
yang diseleng-garakan oleh Kantor Pelayanan
Terpadu (KPT) Kota Pekanbaru dan faktor-
faktor apa yang mempengaruhinya. Sedang-
kan tujuan untuk menjelaskan gambaran dan
menganalisabirokras pelayanan publik pem-
buatan akte kelahiran pada K antor Pelayanan
Terpadu (KPT) Kota Pekanbaru. Sertameng-
identilikas faktor-faktor penyebab yang men-
jadi kendaladalam birokras pelayanan publik
pembuatan akte kelahiran pada Kantor Pela-
yanan Terpadu (KPT) Kota Pekanbaru.

Terdapat sejumlah perbedaan karakter
antarabirokras pemerintah dengan perusahaan
swasta, yang mempengaruhi perilaku kedua-
nya. Perbedaan pertama dilihat dari dimensi
kelembagaan. Keberadaan sebuah instansi
pemerintah diatur oleh Undang-undang.
keputusan presiden, peraturan daerah, dan pe-
raturan perundangan lainnya. Ini jelasberbeda
denganinstans bisnis, yang pembentukannya
didasarkan atas kesepakatan diantara para
pendiri dan pemegang saham. Perbedaan ini
memiliki implikas yang sangat besar terhadap
kemampuan keduanya dalam merespon
perubahan-perubahan yang terjadi dalam
lingkungan. (Agus Dwiyanto, 370: 2005).

Karena dibentuk atas dasar peraturan
perundangan yang proses perubahannyatidak
mudah dan sederhana, lembaga pemerintah
sering tidak dapat merespon dengan cepat pe-
rubahan yang terjadi dalam lingkungannya.
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Peraturan perundangan merupakan produk
sebuah proses politik yang kompleks seperti
melibatkan stakehol der s dengan kepentingan
yang seringkali saling bertentangan satu sama
lain. Mengubah peraturan perundangan
seringkali sulit dilakukan karenamemerlukan
konsensuspolitik yang tidak mudah diperol eh.
Akibatnya, suatu instansi pemerintah yang
keberadaan dan operasionalnya diatur suatu
peraturan perundangan sering mengalami
kesulitan dalam merespon perubahan yang
terjadi dengan cepat.

Agus Dwiyanto (2005) berpendapat
bahwa: mis birokras pemerintah sering tidak
dirumuskan dengan jelas, berdimens banyak
dan tidak mudah diintegrasikan. Karena
memiliki misi yang sering kabur dan ambigu,
maka birokrasi pemerintah cenderung me-
ngembangkan fungs dan kegiatan yang sangat
luas sehingga pada akhirnya justru semakin
kehilangan fokus. kekaburan misi ini kadang-
kadang dimanfaatkan untuk mengembangkan
kegiatan yang tidak sesuai dengan mis utama
birokrasi derni memenuhi kepentingan birok-
rasi dan para pejabatnya.

Parapejabat birokrasi pemerintah sering
berusahamemperluasmis agar kekuasaan dan
akses mereka terhadap anggaran menjadi
semakin besar. Dengan memper|uas cakupan
kegiatan yang dilakukan, makasatu satuan bi-
rokrasi dapat memperluas kekuasaan dan
sekaligus juga, aksesnya terhadap anggaran.
Karenaitu tidak mengherankan kalau banyak
birokrasi pemerintah di Indonesia memiliki
banyak kegiatan di luar misi utamanya.
Apalagi ketika alokasi anggaran tidak di-
dasarkan pada kinerja dan penilaian kinerja
tidak berdasarkan output dan capaian hasil
yang terkait dengan misi utama, tetapi se-
baliknyalebih banyak berdasarkan atasinput
dan volume kegiatan, maka insentif untuk
memperluas misi secara negatif menjadi se-
makin besar.

Kecenderungan seperti ini bukan hanya
membuat birokras pemerinlah tidak dapat me-
musatkan perhatian pada tugas pokoknya
tetapi juga membuat birokrasi cenderung

menjadi semakin gemuk. Dengan demikian,
dampak yang lebih luas dapat diperkirakan de-
ngan mudah, seperti terjadi tumpang tindih
kegiatan.

Sangat disadari, bahwakinerjabirokrasi
pelayanan publik menjadi isu strategiskarena
memilki implikas yang luas dalam kehidupan
ekonomi maupun politik. Dalam kehidupan
ekonomi, selain adanyakepastian hukum dan
keamanan nasional, sumberdayamanusiayang
berkualitasyang diikuti dengan perbaikan ki-
nerjabirokrasi dapat memperbaiki iklim in-
vestasi yang sangat diperlukan dalam krisis
ekonomi. dengan demikian, makafaktor yang
sangat mententukan keberhasilan pemba-
ngunan suatu negaraadal ah padamanusianya
atau padasumberdayamanus anya(Suparmoko,
2002: 106). Sedangkan dalam kehidupan
politik, perbaikan kinerjabirokrasi pelayanan
publik akan memiliki implikasi luas, terutauna
dalam memperbaiki tingkat kepercayaan mas-
yarakat kepada pemerintah (Agus Dwiyanto,
2002: 50).

Pelayanan berarti memberikan jasa ke-
pada orang lain sesuai dengan apa yang
dibutuhkannya. Moenir (1992) mengatakan
pelayanan publik adalah kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang dengan landasan faktor material melalui
sistem, prosedur dan metode tertentu dalam
usahamemenuhi kepentingan orang lain sesuai
dengan haknya. Senadadengan hal ituAbraham
Fanggidae (2003) mengatakan pelayanan
publik atau pelayanan umum ada ah gabungan
unsur-unsur manajemen, kepemimpinan,
kualitas, perilaku, sarana pelayanan untuk
memberikan pelayanan bagi masyarakat
dengan sebaik-baiknya.

Karakteristik pelayanan sebagaimana
yang dikemukakan di atas secarajelas mem-
bedakan kualitas pel ayanan jasa dengan kua-
litas pelayanan produk meskipun antara
keduanyamerupakan aat pemuas kebutuhan
manusia. Sebagai suatu produk, pelayanan
jasatidak dapat diukur, ditimbang dan diuji
karenatidak kasat matadan tidak bisadiraba
Kualitas pelayanan sangat tergantung dari
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prosesinteraks yangterjadi antaras pemberi
layanan dengan pelanggannya, apakah layanan
yang diberikan sesuai dengan harapannya.

Sesuai dengan uraian diatas maka dapat
dikatakan bahwa kualitas layanan selalu
berfokus padakepuasan pel anggan (customer
focused quality). Artinya apabila terdapat
kesesuaian antara harapan dengan kinerja
rnaka pelanggan akan puas, apabila kinerja
dibawah harapan maka pelanggan akan
kecewadan apabilasesual dengan harapannya
pelanggan akan puas atau melebihi harapan
maka pelanggan akan sangat puas. Sebagai-
manadikemukakan oleh Philip Kottler (2002:
42), kepuasan pelanggan adalah persepsi
pel anggan bahwa harapannyatel ah terpenuhi
atau terlampaui kepuasaan (satisfiction) ada-
lah tingkat perasaan senang atau kecewa se-
seorang yang muncul setelah membanding-
kan antarapersepsi/kesannyaterhadap kinerjal
hasi| suatu produk dan harapan-harapan di ke-
puasan pelanggan (costumer satisfiction)
perbandingan antara kinerja yang dirasakan
(perceived performance) dengan harapan
(expection), ketidaksesuaian antarakeduahal
tersebut merupakan kesenjangan.

Sebaga kerangka acuan penulisan dan
kebutuhan akan anailisis, makaadabeberapa
konsep dan kajian dalam penelitianini. Guna
mengukur kualitas dayanan, menurut Parasu-
raman, Zeithaml, dan Berry dalam Delivering
Quality Service (1990: 367) terdapat 5 (lima)
dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Reability (kehandalan), yaitu kemampuan
untuk memberikan pelayanan yang sesuai
dengan janji yang ditawarkan.

b. Responsiveness (daya tanggap), adalah
respon atau kesigapan karyawan dalam
membantu pelanggan dan memberikan
pelayanan yang cepat dan tanggap yang
meliputi: kesigapan karyawan dalam mela-
yani pelanggan, kecepatan karyawan dalam
menangani transaksi, dan penanganan
keluhan pelanggan.

c. Assurance (jaminan), aspek ini meliputi
kemampuan karyawan atas pengetahuan
terhadap produk secaratepat, kualitas ke-

ramah-tamahan, perhatian dan kesopanan
dalam memberi pelayanan, keterampilan
daam memberi informasi, kemampuan da
lam memberi keamanan di dalam meman-
faatkan jasa yang ditawarkan, dan ke-
mampuan dalam menanam kepercayaan
pel anggan terhadap perusahaan.

d. Emphaty (empati), yaitu perhatian secara
individua yang diberikan perusahaan kepada
pelanggan, seperti kemudahan meng-
hubungi perusahaan, kemampuan karyawan
untuk berkomunikasi dengan pelanggan
dan usaha perusahaan untuk memahami
keinginan dan kebutuhan pelanggan.

e. Tangibles (fasilitas fisik), dimensi ini
meliputi penampilan fasilitas fisik seperti
gedung, ruangan, tersedianyatempat parkir,
kebersihan, kerapihan dan kenyamanan
ruangan, kelengkapan peralatan komuni-
kasi, dan penampilan karyawan.

Berdasarkan teori yang disampaikan di
atas, makadalam penulisan tesisuntuk meng-
analisabirokras pelayanan publik digunakan
teori yang disampaikan Freddy Rangkuti,
Bahwaanalisabirokras pelayanan publik da-
pat ditinjau dari dua kelompok, yaitu:

1. Menganalisa birokrasi pelayanan publik
yang bersumber pada pelanggan. Dalarn
hal ini adalah dari sisi penerimapelayanan/
pemohon.

2. Menganalisa birokrasi pelayanan publik
yang bersumber dari penyediajasa, yaitu
parapetugas pelayanan.

Dari duakelomopok di atas, akandiandisa
dan diambil kesimpulan tentang bagaimana
birokrasi pelayanan publik pada Kantor
Pelayanan Terpadu (KPT) Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif analisis, yakni sebagai prosespeme-
cahan masalah yang diselidiki dengan meng-
gambarkan keadaan subyek dan obyek pene-
litian pada saat sekarang berdasarkan fakta-
faktayang tampak. Lokas pendlitianini adalah
Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kota
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Pekanbaru, dengan alasan karena KPT me-
rupakan satu-satunya Unit Kerjayang nelayani
perizinan dan non perizinan bagi masyarakat,
yang dilaksanakan secaraterpadu berdasarkan
pelimpahan wewenang yang diberikan oleh
Walikota. Adapun jumlah sampel yang akan
diambil dalam penelitian ini sebanyak 3 %
yakni 60 orang pelanggan/pemohon, dengan
alasan jumlah persentase tersebut dapat me-
wakili masyarakat pemohon. Untuk menggali
inlormasi dari petugas pelayanan akte kela-
hiran dilakukan dengan metode sensus, yakni
terdapat 6 orang karyawan atau petugas pela-
yanan untuk pengurusan akte kelahiran, dan
sensus karyawan tersebut merupakan infor-
man dalam penelitian ini. Sedangkan key
informan dalam penelitian ini adalah Kepala
Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kota
Pekanbaru.

HASIL

1. Birokrasi Pelayanan Publik yang
Diselenggarakan Kantor Pelayanan
Terpadu (KPT) Kota Pekanbaru

Dalam penelitian yang dilaksanakan
diperoleh hasil tanggapan dari responden yang
sudah ditetapkan sebelumnya. Tanggapan
yang diberikan responden berdasarkan indika-
tor penelitian yang disesuaikan permasal ahan
penelitian.

a) Realibility

Realibility adalah kemampuan untuk
memberikan pelayanan yang sesuai dengan
janji yang ditawarkan. Dari hasil penelitian
melalui sub indikator ketapatan waktu pela-
yanan, hampir semua responden bahwa me-
rekatidak bisamenyimpang dari aturan yang
ada, sehingga semua responden menyatakan
sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan
yakni 3-21 hari. Namun adaresponden yang
menyatakan apabila terjadi penyimpangan
waktu itu terjadi karenatidak lengkapya per-
syaratan yang masih diurus oleh publik, se-
hingga para petugas pelayanan harus me-
nunggu publik untuk melengkapinya. Selain

itu, karena pengurusan dan penyelesaian
dilakukan oleh Dinas K ependudukan, sehingga
memerlukan waktu yang cukup lama. Ke-
mudian dari sub indikator ketepatan biaya
pengurusan akte kelahiran tergantung dari
kelahiran anak. Biayapengurusan akte kel ahi-
ran berkisar Rp. 10.000-50.000.

b) Responsiveness

Responsiveness adalah respon atau ke-
sigapan petugas dalam membantu publik dan
memberikan pel ayanan yang cepat dan tanggap.
Dari hasil temuan diungkapkan bahwa petugas
telah memberikan penjelasan secaraterperinci
tentang prosedur pembuatan akte kelahiran.
Dimana petugas berusahamemberikan infor-
masi yang selengkap-lengkapnya terhadap
pel ayanan pembuatan akte kelahiran.

c) Assurance

Assurance adalah kemampuan petugas
atas pengetahuan terhadap produk secaratepat,
kualitas keramah-tamahan, perhatian dan
kesopanan dalam memberikan pelayanan, ke-
mampuan dalam memberikan keamanan
didalam memanfaatkan jasayang ditawarkan
dan kemampuan dalam menanamkan keper-
cayaan publik terhadap tugas pelayanan. Dari
hasil penelitian ditemukan adanya berkas
pemohon yang hilang atau tercecer, sehingga
pemohon harus mengulang mengulang kembali
dokumen tersebut. Temuan lainnyaadalah ke-
tidaktelitian para petugas pada saat mencek
persyaratan, sehinggasetel ah beberapawaktu
ternyata terdapat kesalahan. Lalu pemohon
harus menunggu kembali dan waktu menjadi
panjang.

d) Emphaty

Emphaty adal ah perhatian secaraindivi-
dual yang diberikan organisasi kepadapublik,
seperti kemudahan menghubungi organisasi,
kemampuan petugas untuk berkomunikas de-
ngan publik dan usahaorganisas untuk mema-
hami keinginan dan kebutuhan publik. Dari
hasil penelitian ditemukan bahwasikap yang
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ditunjukan dalam memberikan pelayanan
sopan, ramah dan harus dengan penuh kesa-
baran. Hal lainnyayang ditemukan interaksi
antara petugas dan publik mampu berkomuni-
kasi dengan dua arah yang terjalin dalam
pengurusan akte kelahiran. Berdasarkan hasi|
wawancarajugaterlihat bahwa petugas pela-
yan sudah berusaha untuk sabar menghadapi
publik, walaupun kadangkala kesal dalam
menghadapi publik yang kurang sopan, me-
reka petugas juga berusaha tetap sopan dan
tetap harusramah, karenapetugas menyadari
bahwa bagian pelayanan dituntut untuk tetap
memberikan pelayanan yang terbaik.

e) Tangibles

Tangibles adalah fasilitas fisik yang
disediakan dalam proses pemberian pelayanan,
seperti tempat parkir, ruang tunggu, gedung
pel ayanan dan sebagainya Dari hasil penelitian
ditemukan bahwa penyediaan fasilitas fisik
pel ayanan yang diberikan sudah cukup nyaman,
karena ruangan sudah tidak panas lagi dan
tidak kotor. Sebab didalam ruang pelayanan
sudah dipasang AC, wal aupun terkadang an-
trian pelayanan yang cukup panjang dapat
mengakibatkan ruangan menjadi panas.
Sedangkan fasilitas fisik lainnya seperti
penyediaan air minum didalam ruang tunggu
pelayanan masih belumtersedia. Karenaang-
garan yang diperuntukkan bagi pemenuhan
fasilitastersebut tidak adadi dalam anggaran.

2. Faktor-faktor yang Mempengar uhi
Birokrasi Pelayanan Publik

Dari hasil pendlitian ditemukan beberapa
faktor yang mempengaruhi birokras pelayanan
publik, yaitu:

1. Deregulas dan debirokratisas dalam pela-
yanan publik, ditemukan masih terjadi
birokratisas yang panjang daam pengurusan
pelayanan.

2. Profesionalismapejabat pelayanan publik,
ditemukan masih banyak petugas pelaya
nan yang belum profesionalisme. Artinya
masih banyak ketergantungan petugas

pelayanan kepada pemimpinnya, sehingga
sulit untuk memangkas birokrasi yang
panjang dalam pelayanan.

3. Pemberian penghargaan dan sanks kepada
petugas pelayanan, ditemukan bahwatidak
pernah ada penghargaan yang diberikan
kepada petugas, sehingga petugas pe-
layanan kurang termotivasi dalam melak-
sanakan tugas pelayanan. Selain itu juga
sanksi kurang diterapkan kepada petugas
pelayanan yang tidak disiplin dalam
mel aksanakan tugasnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, sertaberdasarkan analisabirokras
pelayanan publik pembuatan akte kelahiran,
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Birokras Pelayananan Publik Pembuatan
Akte Kelahiran di Kantor Pelayanan
Terpadu (KPT) Kota Pekanbaru, ditinjau
dari pelanggan/pemohon diperoleh hasil
bahwa pararesponden menyatakan pengu-
rusan akte kelahiran sering terlambat
waktu, yakni tidak sesuai dengan waktu
yang telah digariskan dalam aturan.

2. Birokrasi Pelayananan Publik Pembuatan
Akte Kelahiran di Kantor Pelayanan
Terpadu (KPT) Kota Pekanbaru, ditinjau
dari petugas pelayanan diperoleh hasil dari
deskrips reability kemampuan parapetugas
cukup memadai, telah sesuai dengan aturan
yang digariskan, terutama masalah biaya.
Sedangkan untuk pengurusan memakan
waktu yang melebihi dari aturan yang
digariskan disebabkan ol eh karena proses-
nya menyerahkan kepada instansi terkait
(DinasKependudukan).

3. Kendalayang dihadapi dalam Pembuatan
AkteKelahiran yaitu deregulasi dan debi-
rokratisas dalam pelayanan publik. Dalam
pengurusan akte kelahiran, dirasakan ku-
rang efektif, yakni masih terjadi birokras
yang cukup panjang.
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